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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dsubsh dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wiafib
Mmengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Balanjs Dasrab (APBD) disertal penjelasan dan dokumen-dokurme pendukungrnys
kepads DPRD sesuai dengan wakty yang ditentuikan olsh ketentuan peraturan perundang-wundangan untuk mempersich persetujuan bersama;

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Badanja Dasrah (RAPED) yang diajukan sebagsimana dimaksud dalam hunf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerjs Perangkat Daerah (RKPO) Tahun 2071 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafan Anggaran yang telah -
dizepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan OPRD:

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hunt b, perlu menstagian Peraturan Dasrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021;

Uindang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni dan Bangunan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Momeor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 62, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar
A569);

L Undang - Undang Nomar 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan { Lembaran Megara Repubik Indonesia Tahun 1997 Momor 44,

Tambahan Lembaran Megara Repubfik Indonesla Nomor 3688 ), sebagalmana telah diubah dangan Undang - Undang Mo 20 Tahun 2000 tentang Perchahan atas
Undang - Undarg Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Momer 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3988 ); .

3. Undang - Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara MNegara  Yang Bersih dan  Bebas  dad Korupsi, Woless dan  Nepolisme

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939 Nomar 75, Tambahan Lembaran Megara Repubdik Indonesia Nomor 3851 );

4. Elma-:zﬁﬂzﬂauudzﬁmgwﬁi:ﬂainaEﬁﬁgzﬁagngatﬁzﬁﬂzﬂﬂﬁ.gﬁaﬂﬂg

Republik Indonesia Momor 4286 ) ;
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wgﬁgﬁg-qﬁznuﬁaﬂnﬁﬂgﬁgnfﬁﬂgg Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomar 4355)

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar 4400 ) :

7. Undang - Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4421 ) ;

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomar 126, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Momor 4438 ) ;

8. Undang - Undang Momor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur { Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tembahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4692 ¥;
1. tind “ine Paiat

=0 Yftwng Momor 38 Tebun 2053 ¢ als Dozl Zin Petribusi Doerahy {Lerrbaren Mogera Renablik Indencsia Tehun 2009 Momor 137, Tembutian

R Ena
Leinbaran hegara Republk indonssia Momar G048} ;

11. Undang - Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 5679);

13. Undang-Undang Nomaor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Homor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi g:m: (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4574 ) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;
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22, Peraturan Pemerintah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Egzﬁﬂwﬂwﬁgqﬂgﬁmgﬂm.gggzﬂkw
Republik Indonesla Nomor 4577 ) ;

. gg:ﬂﬁggiunﬁgiﬂ%gggi:zﬂﬁmﬁ:ﬁ%guﬂmzﬂﬁuéLg
Lembaran Negara Republik Indcnesla Nomar 4578 ) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4585 ) ;

25. Peraturan Pemnerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4593 ) ;

26. Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2006 Nomar
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4514 ) ;

27. Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyefenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangqunofaeaban Fenals
Dazra® ¥enads Dewan Parveakiian Fakyat Doorall dan nlormas) taness PemyelsasTaaan Pemirintah Desrah Krpzda Manyerct (Lembiaran Dojow Supubil
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4603 ) ¢

28. Peraturan Pemerintsh Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengefclaan Uang Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

29. Peraturan Pemerintah Nomar 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 4972), sebagaimana telah dirubah beberapakall, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partal Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor B177);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tantang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Fakyal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momee 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagal wakil Pemnerintah di
Wilayah Provinsd (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahan 2010 Momor 25, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5107), sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahon Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahon 2010 tentang Tata Cam Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serts Kedudukan Keuangan Gubermur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2011 Mamar
%4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomaor 4209);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Fajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomaor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5161);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5165);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tazhun 2011 tentang Finjaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2013 Wamar 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);
36. Peratwran Pemerintah Nomar 27 Tahun 2014 tentang Pengelolazn Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5533);
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EH.—..EEEEE? Fepublit Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesta Nomor 5518

k- EEEEEEE&%EE%E%EHF?EFEE?
Repubik Indonesia Nomor S535);

35. Peratwan Pemerintah Republic Indonsia Namor .ugﬁuﬂﬁﬂfg?%gg%iigﬂi
(Lembaran Negara Reputi Indonesa Nomor 106 Taban 201 tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6057);

#EggﬂqEEEgggﬁggﬁgigggg
E;Eﬂﬁggghﬂngggﬂg 2010 tertang Pengadaz Barenglrsa Pemerntah (Lembanan Negam
EEEHEEH%?E?E%EEH”

41. Peraturan Presiden Eﬂﬂiﬂtiﬂagggggggggggig
ggﬁgqaﬂdgwﬁﬁﬂnﬁgﬁiuﬁﬁﬁn

4L Perbran Foaziden Momor 42Y Taim 2315 tantng Pelijuk Telnis Alokas Khusus Figs (Lemisarsn Nagans Repubik Ingonesia Tatem 2016 omor 353,

43 uﬂuﬂuﬂﬁ&ﬂ.zﬂﬁ.ﬂﬂ}!ﬂuuEﬁ#ﬂi!ﬂnﬂ!%ﬂ!mﬂﬁrﬁuﬂqﬁgﬁu:gggg

Tahon 2017 Nomor 194);
4. Egﬁﬂiﬁ:ﬁﬂﬂqﬁhﬂnﬁﬁﬁdggggnggﬁgngg
Fia

%5, Peratizan Menteri Dalam Negeri Namor
Eggggggggggggﬁﬂﬁgggg

Hggggggﬁggiggggggggn
47. gEEEEH_EEEEgEEﬁgE%g

Balanfa Penunfang Opersional Pimpinan Devan Perwakilan Rakyt Daerah serta Tata Cra Pengambalian Tunjangan Komunskai Intensi dan Dana Operasional;
43. Peraturan Manteri Dalam Magerd Nomaor 24 Tahun 2009 tantang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APED, Pengajuan, Pevysluran, don Laporan
1 i . 25T

dan Lapoen Petangrungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partal Politic
43. Perahiman Mented Dalam Nagar Nomor 32 Tahun 2011 gggggﬁggdﬂﬁgggaﬁﬂ:

50. ggu&dfﬂgﬂqﬁiuﬂuﬁﬁﬂ%%ggg

5Z. Peraturan Menten Dalam Mageri Nomor 62 Tahun 2017 gggggagﬁgg
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Dengan Persetujuan Dersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KADUPATEN SUMBA BARAT DAYA

dan
DUPFATI SUMBA DARAT DAYA

MEMUTUSKAN 3

Manataphan 1 PERATURAN DALHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN DBELANJA DACRAH KADUPATEN SUMDA DARAT DAYA TAHUM ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Anguanan Pondapstan dan Dolana Daerah Kabigalmn Surmba Barat Duoya Tahan Anggaran 2020, sehagad borkut ;

Lo Paridapatan Daaly
A0 Ml Dasrahy
Burplusf{Dafisit)

3 Panbdayann
B, Peirlinaan
b, Pengehuaran
Juimlah Panailmaan Panibilaysan

Juivilah Paavilslayaan netto

Slaa lebih pamiblagaan anggaran Tahun Barkanan
Panal 3

{13 Pandapatan Davrah sebagabmana dinsakasd dalam Pasal | toodui dai
A Podapatan Asll Daeeah
b Dana Perbnbangan

£ Ladn-lain Penidapatan Dasah yang Sak
Junilah Peadapatan Dasrah

PURATU AR [ub) B R BLPRATY B R Dk Y b TR AR AP JOLY

,.“ EH‘EE!_E
Bp 1 147,68,315391.00

10,655,609, 710,00

ez

Rp {80,655,609,739.00)

"p 100,655,608,719.00
Rp 80,65%,609,739.00

Rp 1,067,024,705,654.00
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[2) Pendapatan AsS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a terdiri dar jenis pandapatan ;

"., Pajak dacrah Rp 14,103,443,753.00
€ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisatikan o 502,202 267,00
d.  Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah EE Euhﬂwm ma.....ﬁmmm HE_E
Jumnlah pendapatan ashi dacrah
Eugggggﬁﬂ::?ﬁariﬁgfﬁgu e O350
n ﬁf:ﬁﬁl&:g!} Rp 7,764,068,000.00
i Alodasi Umum Fp  471,771,211,000.00
4 Kusus Rp npm.umu_.___uu 0000
Jsmtah Dena Permkangan Rp €08, 345, 006,00000
(4) Lain-tain Pendapatan Daerah ‘“2ng Sah scbagaimana demaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdin darl jonis pendapatan
8.  Penclapatan Hibah
b.  Dana bagl hasil pajak dari Provingi dan Pemerintah Dacrah Lai N 2oman e
€ Duana Penyesualan dan Otonami Khusus ez = E.E_Hﬂ.umu”un
Jumdah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 314,596,591, 292.00
Pasal 3
(1} E:%En.an...: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari -
a. nja Operasl
Gl i G47,480,674,662,00

§88

167,356,594,757.00
7,737,915,678.00

€. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja transfer

Jumiah Belanja Daerah Rp 1,147,6084,315,3593,00

(2} Belanja Operasi sehagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a tordin dar jenis belanja :

a.  Belanja Pegawal Rp  302,175,181,066.00
M Belanfa %.H..a dan Jasa Rp  259,458,530,848.00
Betanja 76
d.  Belanja Bantuwan Sasial ~ 767 006 peon
Jumiah Belanfa Operasi Rp 647,489,674,682.00
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